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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi finansial telah mendorong meningkatnya 

penggunaan e-wallet sebagai alat pembayaran digital dalam kehidupan sehari-hari, 

termasuk di kalangan mahasiswa. Sebagai mahasiswa Fakultas Syariah yang 

mempelajari Hukum Ekonomi Islam, penggunaan e-wallet seharusnya tidak hanya 

didasarkan pada aspek kemudahan dan manfaat, tetapi juga memperhatikan 

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya masih 

ditemukan rendahnya kesadaran hukum syariah dalam penggunaan e-wallet.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum syariah 

mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung Kota Metro dalam 

penggunaan e-wallet serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (field research) dengan 

pendekatan kualitatif dan sifat penelitian deskriptif analitis. Data primer diperoleh 

melalui wawancara dengan mahasiswa Fakultas Syariah pengguna e-wallet, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, 

dan fatwa yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum syariah mahasiswa 

dalam penggunaan e-wallet masih tergolong rendah. Sebagian besar mahasiswa 

menggunakan e-wallet karena kemudahan transaksi, promo, dan cashback tanpa 

memahami secara mendalam aspek akad, fatwa DSN-MUI, serta potensi unsur yang 

bertentangan dengan prinsip syariah. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut 

meliputi rendahnya pemahaman hukum syariah, pengaruh lingkungan sosial, 

perkembangan teknologi digital, serta kurangnya implementasi pengetahuan yang 

diperoleh dalam perkuliahan ke dalam praktik transaksi sehari-hari. Dengan 

demikian, diperlukan peningkatan edukasi dan internalisasi nilai-nilai syariah agar 

penggunaan e-wallet dapat berjalan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam. 

 

Kata Kunci: Kesadaran Hukum Syariah, E-Wallet, Mahasiswa, Hukum Ekonomi 

Islam, Transaksi Digital. 
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MOTTO 

 

ئكَِ كَانَ عَنۡهُ 
َٰٓ وَلََ تقَۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِۦ عِلۡم ٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبصََرَ وَٱلۡفؤَُادَ كُلُّ أوُْلَ 

  ٦٣ولَ    مَسۡ 

Artinya : "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya." (QS. Al-Isra': 36) 

 

"Kesadaran hukum syariah bukan hanya tentang mengetahui aturan, tetapi tentang 

menghadirkan nilai-nilai syariah dalam setiap transaksi kehidupan." 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam sistem 

transaksi masyarakat, termasuk munculnya penggunaan uang elektronik berbasis 

aplikasi atau e-wallet. Saat ini, e-wallet menjadi salah satu alat pembayaran yang 

banyak digunakan karena dianggap lebih praktis, cepat, dan efisien. Di kalangan 

mahasiswa, penggunaan e-wallet sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, 

seperti untuk membeli makanan, transportasi, pembayaran belanja online, hingga 

kebutuhan perkuliahan. Selain karena kemudahan penggunaannya, berbagai 

promo, cashback, dan potongan harga juga membuat penggunaan e-wallet semakin 

diminati.
1
 

Penggunaan e-wallet yang semakin meningkat menunjukkan adanya 

perubahan pola transaksi dari sistem tunai menuju transaksi digital. Namun, dalam 

praktiknya, sebagian besar pengguna lebih memperhatikan aspek kemudahan dan 

keuntungan praktis dibandingkan memahami aspek hukum dari transaksi yang 

dilakukan. Padahal, dalam Islam setiap transaksi muamalah harus dilakukan sesuai 

                                                           
1
. Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, 

Jakarta: Bank Indonesia, 2018. 
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prinsip syariah, seperti adanya kejelasan akad, kerelaan para pihak, serta terhindar 

dari unsur riba, gharar, dan maisir.
2
 

Fenomena tersebut juga terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah 

UIN Jurai Siwo Lampung. Mahasiswa Fakultas Syariah dipilih sebagai fokus 

penelitian karena secara akademik mereka telah mempelajari Hukum Ekonomi 

Islam, fiqh muamalah, dan prinsip-prinsip transaksi syariah. Dengan latar belakang 

keilmuan tersebut, mahasiswa Fakultas Syariah seharusnya memiliki kesadaran 

yang lebih baik dalam memahami dan menerapkan prinsip syariah dalam 

penggunaan e-wallet. 
3
 

Permasalahan menjadi lebih menarik ketika dikaitkan dengan Mahasiswa 

Fakultas Syariah dipilih sebagai fokus penelitian karena secara akademik mereka 

telah mempelajari berbagai konsep Hukum Ekonomi Islam, seperti fiqh 

muamalah, akad syariah, dan prinsip-prinsip transaksi dalam Islam, sehingga 

memiliki pemahaman yang lebih relevan mengenai aspek hukum syariah dalam 

penggunaan e-wallet dibandingkan mahasiswa dari fakultas lain. Pemilihan subjek 

ini didasarkan pada asumsi bahwa pemahaman teoritis tersebut seharusnya 

tercermin dalam praktik transaksi sehari-hari. Oleh karena itu, apabila dalam 

praktiknya mahasiswa Fakultas Syariah masih lebih mengutamakan kemudahan 

dan keuntungan praktis tanpa mempertimbangkan aspek syariah, maka kondisi 

                                                           
2
. Irfan Hassandi, dkk., “Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Kesadaran Pengguna 

dalam Memakai Aplikasi E-wallet,” Jurnal Manajemen Teknologi dan Sistem Informasi, Vol. 3, No. 1, 

2023. 418. 
3
. Siti Basaroh, dkk., “Pengaruh Religiositas dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat 

Pengguna E-wallet LinkAja Syariah di Kalangan Mahasiswa,” Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 

8, No. 2, 2025. 591. 
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tersebut menjadi menarik untuk dikaji sebagai bentuk problematika kesadaran 

hukum syariah dalam penggunaan e-wallet. 

Namun demikian, dalam praktiknya, penggunaan e-wallet oleh mahasiswa 

sering kali lebih didasarkan pada pertimbangan kemudahan dan keuntungan 

praktis, tanpa disertai dengan pertimbangan yang memadai terhadap aspek hukum 

syariah yang mendasarinya. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan 

kesenjangan antara pemahaman normatif yang diperoleh melalui proses 

pembelajaran dengan implementasinya dalam praktik transaksi sehari-hari.
4
 

Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, ditemukan 

bahwa sebagian mahasiswa menggunakan e-wallet hanya karena alasan praktis 

dan keuntungan promo, tanpa mempertimbangkan aspek hukum syariahnya.
5
 

Beberapa mahasiswa mengaku belum memahami akad yang digunakan dalam e-

wallet, bahkan ada yang belum pernah menelaah apakah transaksi yang mereka 

lakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.
6
 Bahkan, beberapa 

informan menyatakan bahwa selama ini mereka belum pernah secara khusus 

menelaah apakah penggunaan e-wallet yang mereka lakukan telah sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah atau belum.
7
 Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran 

                                                           
4
. Riska Vebri Amelia, dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna E-wallet dalam 

Sistem Pembayaran Digital di Indonesia,” Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Vol. 4, No. 3, 2023. 363. 
5
. Hasil wawancara dengan Saudari Murfiatul Aisyah selaku mahasiswa Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 15 Febuari 2026. 
6
. Hasil wawancara dengan Saudari Shindu Anggara selaku mahasiswa Jurusan Hukum 

Keluarga Islam. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 15 Febuari 2026. 
7
. Hasil wawancara dengan Saudara Linggar Raka Pengestu selaku mahasiswa Jurusan 

Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 15 Febuari 2026. 



 

4 

 

 
 

hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan e-wallet masih tergolong rendah dan 

belum menjadi pertimbangan utama dalam bertransaksi. 

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara 

pemahaman teori yang dipelajari mahasiswa di perkuliahan dengan praktik 

penggunaan e-wallet dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, sebagai mahasiswa 

Fakultas Syariah, pemahaman terhadap hukum transaksi Islam seharusnya tidak 

hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diterapkan dalam aktivitas muamalah 

sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana tingkat kesadaran hukum syariah mahasiswa Fakultas Syariah dalam 

penggunaan e-wallet serta problematika yang memengaruhi rendahnya kesadaran 

tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 

secara mendalam mengenai tingkat kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam 

penggunaan e-wallet serta mengidentifikasi berbagai problematika yang muncul 

dalam implementasinya, khususnya di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah yang 

secara akademik telah dibekali dengan pemahaman mengenai prinsip-prinsip 

Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat 

adanya potensi kesenjangan antara pemahaman normatif yang diperoleh dalam 

proses pembelajaran dengan praktik penggunaan e-wallet dalam kehidupan sehari-

hari di tengah perkembangan teknologi finansial yang semakin pesat.  

Selain itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek keabsahan 

transaksi secara normatif, tetapi juga menyoroti kesadaran hukum sebagai faktor 
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yang memengaruhi perilaku mahasiswa dalam bertransaksi, sehingga diharapkan 

dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif sekaligus menjadi bahan 

evaluasi dalam pengembangan pembelajaran yang lebih kontekstual di lingkungan 

Fakultas Syariah, dengan judul “Problematika Kesadaran Hukum Syariah 

dalam Penggunaan E-wallet oleh Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jurai 

Siwo Lampung.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesadaran hukum syariah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jurai 

Siwo Lampung dalam penggunaan e-wallet pada transaksi sehari-hari? 

2. Faktor apa saja yang menyebabkan kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam 

penggunaan e-wallet tersebut? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

    Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kesadaran hukum syariah 

mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung dalam penggunaan 

e-wallet pada transaksi sehari-hari. 
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b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang menyebabkan 

kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan e-wallet. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis, sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi 

Islam, terutama yang berkaitan dengan kajian kesadaran hukum syariah 

dalam penggunaan teknologi finansial (financial technology). Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang mengkaji fenomena serupa.  

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah 

dalam penggunaan e-wallet. 

2) Bagi institusi pendidikan, khususnya Fakultas Syariah, penelitian ini 

dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengembangkan metode 

pembelajaran yang lebih aplikatif dan kontekstual. 
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3) Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman mengenai pentingnya kesadaran hukum syariah dalam 

penggunaan teknologi finansial di era digital. 

 

D. Penelitian Relevan  

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan 

penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian 

maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis 

yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada 

beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:  

1. Jurnal oleh Irsan Taufik, Muhammad Anis dan Ashar Sinilele 

Dalam penelitiannya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Penggunaan E-wallet sebagai Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik di 

Kalangan Mahasiswa”, Irsan Taufik, Muhammad Anis, dan Ashar Sinilele 

membahas mengenai penggunaan e-wallet sebagai alat pembayaran elektronik 

serta tinjauannya dalam perspektif hukum Islam, termasuk potensi adanya 

unsur gharar dalam praktiknya.
8
 Persamaannya dengan penelitian ini terletak 

pada pembahasan mengenai sistem pembayaran elektronik (e-wallet/e-money) 

dalam perspektif hukum Islam, serta analisis kesesuaiannya dengan prinsip 

syariah. Sementara itu, perbedaannya terletak pada objek wilayah penelitian, 

                                                           
 

8
. Irsan Taufik, Muhammad Anis, dan Ashar Sinilele. 2023. “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Penggunaan E-wallet sebagai Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik di Kalangan 

Mahasiswa.” Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 4(3): 167. 
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jika penelitian Irsan dkk berfokus pada kalangan mahasiswa saja sedangkan 

penelitian ini beralih fokus pada mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung, serta 

mengkaji tentang faktor penyebab rendahnya pengetahuan dan kesadaran 

hukum syariah mahasiswa. 

2. Jurnal oleh Irfan Hassandi, Mardiana R., Muhammad Haris Sapura, 

Kanaya Puspa Kirana Lie 

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Hassandi, dkk., yang berjudul 

“Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Kesadaran Pengguna dalam 

Memakai Aplikasi E-wallet” menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden, kemudian 

dianalisis menggunakan teknik regresi linear berganda.
9
 Penelitian ini 

mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran pengguna dalam 

menggunakan aplikasi e-wallet, seperti kemudahan penggunaan dan manfaat 

aplikasi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada 

objek kajian yang sama, yaitu kesadaran pengguna dalam penggunaan e-

wallet. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana 

penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada faktor-faktor umum yang 

memengaruhi kesadaran pengguna, sedangkan penelitian ini lebih spesifik 

mengkaji tentang faktor penyebab rendahnya pengetahuan dan kesadaran 

hukum syariah mahasiswa. 

                                                           
 

9
. Irfan Hassandi, dkk. “Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Kesadaran Pengguna 

dalam Memakai Aplikasi E-wallet.” Jurnal Manajemen Teknologi dan Sistem Informasi, Vol. 3, No. 1, 

2023. 418. 
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3. Jurnal oleh Siti Basaroh, Madnasir, Weny Rosilawati 

Penelitian lain dilakukan oleh Siti Basaroh, dkk., dengan judul 

“Pengaruh Religiositas dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat 

Pengguna E-wallet LinkAja Syariah di Kalangan Mahasiswa”. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei serta analisis data 

menggunakan SmartPLS.
10

 Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh religiositas dan literasi keuangan syariah terhadap minat mahasiswa 

dalam menggunakan e-wallet berbasis syariah. Persamaan dengan penelitian 

ini terletak pada kesamaan objek penelitian, yaitu mahasiswa, serta kajian 

yang berkaitan dengan penggunaan e-wallet dalam perspektif syariah. Adapun 

perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut 

menitikberatkan pada minat penggunaan, sedangkan penelitian ini berfokus 

pada faktor penyebab rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum syariah 

mahasiswa. 

4. Jurnal oleh Intan Nur Pangestika  

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Intan Nur Pangestika 

dengan judul “Cashless Society dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Edukasi 

Hukum Islam terhadap Transaksi Menggunakan Uang Digital” menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan melalui observasi, 

                                                           
 

10
. Siti Basaroh, dkk. “Pengaruh Religiositas dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat 

Pengguna E-wallet LinkAja Syariah di Kalangan Mahasiswa.” Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 

8, No. 2, 2025. 591. 
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wawancara, dan dokumentasi.
11

 Penelitian ini membahas fenomena 

penggunaan uang digital dalam perspektif hukum Islam serta upaya edukasi 

hukum kepada masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian 

ini terletak pada kajian yang sama, yaitu penggunaan uang digital atau e-

wallet dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

fokus penelitian, di mana penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek 

edukasi hukum Islam secara umum kepada masyarakat, sedangkan penelitian 

ini secara khusus mengkaji faktor penyebab rendahnya pengetahuan dan 

kesadaran hukum syariah mahasiswa.  

5. Jurnal oleh Muhammad Ihsan H.M. Baso, Achmad Abubakar dan 

Halimah Basri  

Dalam penelitiannya berjudul “Uang Elektronik (E-Money) dalam 

Perspektif Maqashid Syariah”, Muhammad Ihsan H.M. Baso, Achmad 

Abubakar, dan Halimah Basri membahas mengenai uang elektronik (e-money) 

yang dianalisis berdasarkan perspektif maqashid syariah, khususnya terkait 

kesesuaian dengan prinsip-prinsip Al-Qur’an serta akad yang terdapat dalam 

transaksi e-money.
12

 Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada 

pembahasan mengenai uang elektronik (e-money) dalam perspektif hukum 

Islam, khususnya terkait kesesuaian penggunaan e-money dengan prinsip-

                                                           
 

11
. Intan Nur Pangestika. “Cashless Society dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Edukasi 

Hukum Islam terhadap Transaksi Menggunakan Uang Digital.” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2023. 

820. 
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. Muhammad Ihsan H.M. Baso, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri. 2023. “Uang 

Elektronik (E-Money) dalam Perspektif Maqashid Syariah.” el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam 11(2): 

141. 
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prinsip syariah. Sementara itu, perbedaannya terletak pada objek wilayah 

penelitian; jika penelitian Muhammad Ihsan H.M. Baso, dkk berfokus pada 

kajian teoritis mengenai maqashid syariah dan akad dalam e-money 

sedangkan penelitian ini berfokus mengenai analisis implementasi 

pengetahuan kesadaran hukum syariah mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung 

serta mengkaji faktor penyebab rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum 

syariah mahasiswa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Kesadaran Hukum Syariah 

1. Pengertian Kesadaran Hukum & Kesadaran Hukum Syariah  

Kesadaran hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam 

ilmu hukum yang berkaitan dengan bagaimana hukum dipahami dan dijalankan 

oleh masyarakat. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kesadaran hukum 

adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada 

atau tentang hukum yang diharapkan ada.
1
 Konsep ini menekankan bahwa 

hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian 

dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat dan memengaruhi perilaku 

individu dalam kehidupan sehari-hari. 

Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo memandang bahwa kesadaran 

hukum berkaitan erat dengan sikap batin masyarakat terhadap hukum.
2
 Hukum 

tidak semata-mata ditaati karena adanya sanksi, melainkan karena adanya 

kesadaran dari dalam diri individu untuk mematuhi norma yang berlaku. Dalam 

pandangan ini, kesadaran hukum menjadi faktor penting dalam menentukan 

efektivitas hukum, karena keberlakuan hukum sangat bergantung pada sejauh 

mana masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yang patut untuk ditaati. 

                                                           
1
. Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1982), 

hlm. 9.  
2
. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 112.  
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Dalam kajian lain, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kesadaran 

hukum dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu pengetahuan hukum, 

pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.
3
 Keempat aspek 

tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak hanya berhenti pada 

tingkat kognitif (mengetahui), tetapi juga mencakup dimensi afektif (sikap) dan 

psikomotorik (perilaku). Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan memiliki 

kesadaran hukum apabila ia tidak hanya mengetahui adanya aturan, tetapi juga 

memahami, menerima, dan melaksanakannya dalam tindakan nyata. 

Adapun dalam perspektif hukum Islam, konsep kesadaran hukum 

berkembang menjadi kesadaran hukum syariah yang memiliki dimensi yang 

lebih luas. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa hukum Islam (syariah) 

adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang mengatur perbuatan 

manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.
4
 Dengan 

demikian, kesadaran hukum syariah dapat dipahami sebagai kesadaran individu 

terhadap ketentuan-ketentuan tersebut yang kemudian tercermin dalam perilaku 

sehari-hari. 

Selain itu, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa kepatuhan terhadap 

hukum Islam tidak hanya didasarkan pada aspek formal, tetapi juga pada 

kesadaran keagamaan (religious consciousness) yang bersumber dari 

                                                           
 

3
. Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 

Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 45.  

 
4
. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: 

Dina Utama, 1994), hlm. 96.  
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keimanan.
5
 Kesadaran ini mendorong individu untuk senantiasa 

mempertimbangkan aspek halal dan haram dalam setiap aktivitas, termasuk 

dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kesadaran hukum syariah tidak 

hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dengan nilai-

nilai moral dan spiritual yang melandasinya. 

Dalam konteks muamalah, kesadaran hukum syariah berkaitan dengan 

pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan 

ketentuan Islam, seperti keadilan, kejujuran, serta terhindar dari unsur-unsur 

yang dilarang. M. Umer Chapra menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam 

dibangun di atas nilai-nilai etika yang menuntut adanya keseimbangan antara 

kepentingan individu dan kepentingan sosial, sehingga setiap aktivitas ekonomi 

harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah.
6
 Dalam hal ini, kesadaran hukum 

syariah menjadi faktor penting yang memengaruhi bagaimana individu 

mengambil keputusan dalam melakukan transaksi ekonomi. 

2. Indikator Kesadaran Hukum (Pengetahuan, Pemahaman, Sikap, Perilaku)  

Dalam kajian sosiologi hukum, kesadaran hukum dapat diidentifikasi 

melalui beberapa indikator yang mencerminkan tingkat internalisasi hukum 

dalam diri individu. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kesadaran 

hukum terdiri atas empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, 

                                                           
 

5
. Yusuf al-Qaradawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Mu’ammal Hamidy (Surabaya: PT 

Bina Ilmu, 2003), hlm. 17. 

 
6
. M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam, terj. Ikhwan Abidin 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 118. 
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pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat indikator 

tersebut menunjukkan tahapan yang saling berkaitan dalam membentuk 

kesadaran hukum seseorang. 

Indikator pertama adalah pengetahuan hukum, yaitu sejauh mana 

seseorang mengetahui adanya aturan hukum yang berlaku. Pengetahuan hukum 

merupakan tahap awal dalam pembentukan kesadaran hukum, karena tanpa 

adanya pengetahuan, individu tidak akan memiliki dasar untuk memahami 

ataupun menaati hukum. Pengetahuan ini mencakup informasi mengenai 

aturan, larangan, dan kewajiban yang berlaku dalam suatu sistem hukum.
7
 

Indikator kedua adalah pemahaman hukum, yaitu tingkat pemahaman 

individu terhadap isi dan tujuan dari hukum tersebut. Satjipto Rahardjo 

menjelaskan bahwa pemahaman hukum akan memengaruhi cara seseorang 

memandang hukum sebagai sesuatu yang rasional dan layak untuk dipatuhi. 

Pada tahap ini, individu tidak hanya mengetahui adanya aturan, tetapi juga 

memahami makna dan tujuan dibentuknya aturan tersebut.
8
 

Indikator ketiga adalah sikap hukum, yaitu kecenderungan individu 

dalam menerima atau menilai hukum yang berlaku. Sikap hukum berkaitan 

dengan bagaimana seseorang memandang hukum sebagai sesuatu yang adil, 

bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Sikap ini akan 

                                                           
 

7
. Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1982), 

hlm. 9–10. 

 
8
. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 112. 
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memengaruhi tingkat penerimaan individu terhadap hukum, yang kemudian 

berimplikasi pada tingkat kepatuhan. 

Indikator keempat adalah perilaku hukum, yaitu bentuk nyata dari 

kesadaran hukum yang tercermin dalam tindakan sehari-hari. Perilaku hukum 

menunjukkan sejauh mana seseorang benar-benar menaati dan menerapkan 

hukum dalam praktik. Dalam hal ini, perilaku merupakan tahap akhir dari 

proses kesadaran hukum, di mana pengetahuan, pemahaman, dan sikap telah 

terinternalisasi dalam diri individu.
9
 

Dalam perspektif hukum Islam, indikator-indikator tersebut juga relevan 

dalam memahami kesadaran hukum syariah. Pengetahuan dan pemahaman 

hukum syariah berkaitan dengan sejauh mana individu mengetahui dan 

memahami ketentuan-ketentuan syariah, baik yang bersumber dari Al-Qur’an, 

Hadis, maupun ijtihad ulama. Sementara itu, sikap dan perilaku hukum syariah 

mencerminkan bagaimana individu memandang dan mengamalkan hukum 

Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa 

kepatuhan terhadap hukum Islam tidak hanya didasarkan pada aspek formal, 

tetapi juga pada kesadaran keimanan, sehingga mendorong individu untuk 

mempertimbangkan aspek halal dan haram dalam setiap aktivitas, termasuk 

dalam kegiatan muamalah.
10

 

                                                           
 

9
. Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1982), 

hlm. 10. 
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. Yusuf al-Qaradawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Mu’ammal Hamidy (Surabaya: 

PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 20. 
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3. Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum  

Kesadaran hukum seseorang tidak terbentuk secara instan, melainkan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari 

dalam diri individu maupun dari lingkungan sosialnya. Soerjono Soekanto 

menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh 

tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum, yang pada gilirannya 

berkaitan erat dengan proses pendidikan dan sosialisasi hukum yang diterima 

oleh individu.
11

 

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kesadaran hukum adalah 

pendidikan. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan mengenai 

norma dan aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat membentuk cara 

pandang dan sikap terhadap hukum. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang, umumnya semakin baik pula pemahamannya terhadap hukum, 

sehingga berpotensi meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-

hari. 

Selain itu, lingkungan sosial juga memiliki peran yang signifikan dalam 

membentuk kesadaran hukum. M. Umer Chapra menjelaskan bahwa hukum 

tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat, karena interaksi sosial 

akan memengaruhi bagaimana individu memahami dan menyikapi hukum. 

Lingkungan keluarga, pergaulan, serta budaya masyarakat turut membentuk 

                                                           
 

11
. Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1982), 

hlm. 12. 
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kebiasaan dan pola perilaku yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap 

hukum.
12

 

Faktor lain yang turut memengaruhi kesadaran hukum adalah 

perkembangan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi, khususnya dalam 

bidang digital, memberikan kemudahan akses terhadap berbagai informasi, 

termasuk informasi hukum. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga dapat 

memunculkan pola perilaku baru yang tidak selalu diiringi dengan pemahaman 

hukum yang memadai. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara 

kemudahan dalam beraktivitas dengan tingkat kesadaran hukum dalam 

melaksanakannya. 

Dalam perspektif hukum Islam, faktor religiusitas atau tingkat keimanan 

juga menjadi aspek penting dalam membentuk kesadaran hukum syariah. Yusuf 

al-Qaradawi menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum Islam tidak hanya 

dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh kesadaran spiritual yang 

mendorong individu untuk menjalankan ajaran agama secara konsisten. Tingkat 

religiusitas seseorang akan memengaruhi bagaimana ia memahami, menerima, 

dan mengamalkan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam 

aktivitas muamalah.
13

 

                                                           
 

12
. M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam, terj. Ikhwan Abidin 
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Selain faktor-faktor tersebut, pengalaman pribadi juga dapat 

memengaruhi kesadaran hukum seseorang. Individu yang pernah berinteraksi 

langsung dengan permasalahan hukum atau mendapatkan pengalaman tertentu 

cenderung memiliki tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi. Pengalaman ini 

dapat memperkuat pemahaman serta membentuk sikap yang lebih responsif 

terhadap keberadaan hukum. 

 

B.  E-wallet dan Sistem Transaksi Digital 

1. Pengertian E-wallet  

E-wallet atau dompet elektronik merupakan layanan keuangan digital 

yang memungkinkan pengguna menyimpan dana dalam bentuk elektronik dan 

melakukan berbagai transaksi non-tunai, seperti pembayaran, transfer dana, 

serta pembelian barang dan jasa melalui perangkat elektronik. Kehadiran e-

wallet merupakan bagian dari perkembangan teknologi finansial (fintech) yang 

bertujuan meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam 

bertransaksi.
 14

 

Secara umum, e-wallet dapat dibedakan menjadi e-wallet konvensional 

dan e-wallet syariah. E-wallet konvensional beroperasi berdasarkan regulasi 

dan sistem keuangan yang berlaku secara umum tanpa ketentuan khusus terkait 
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. Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang 

Elektronik, Pasal 1 angka 3. 
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prinsip syariah. Layanan ini berfokus pada kemudahan dan efisiensi transaksi 

digital bagi pengguna sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Sementara itu, e-wallet syariah tidak hanya mengikuti regulasi yang 

berlaku, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. 

Pengelolaan dana dan mekanisme transaksinya harus terhindar dari unsur riba, 

gharar, dan maysir, serta digunakan untuk aktivitas yang sesuai dengan 

ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, e-wallet syariah menawarkan 

layanan pembayaran digital yang mengedepankan kepatuhan terhadap nilai-

nilai Islam.
15

 

Meskipun memiliki perbedaan dalam dasar operasional dan pengelolaan 

dana, e-wallet konvensional dan e-wallet syariah pada dasarnya memiliki fungsi 

yang sama, yaitu sebagai sarana pembayaran dan penyimpanan dana elektronik. 

Perbedaannya terletak pada penerapan prinsip syariah yang menjadi 

karakteristik utama e-wallet syariah. Oleh karena itu, keberadaan kedua jenis e-

wallet tersebut memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menggunakan 

layanan keuangan digital sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-

masing. 

2. Fungsi & Mekanisme Penggunaan  

E-wallet merupakan bagian dari sistem pembayaran digital yang 

berfungsi utama sebagai alat pembayaran non-tunai untuk berbagai kebutuhan, 
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seperti pembelian barang dan jasa, pembayaran tagihan, serta transaksi pada 

platform digital. Selain itu, e-wallet juga berperan sebagai media penyimpanan 

dana elektronik yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat digital. 

Menurut Adiwarman A. Karim, perkembangan uang elektronik sebagai 

instrumen pembayaran modern merupakan bagian dari transformasi sistem 

keuangan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kemudahan aktivitas 

ekonomi masyarakat.
 16

 

Di samping fungsi utamanya, e-wallet juga mendukung aktivitas 

ekonomi digital melalui integrasi dengan berbagai layanan, seperti transportasi 

online, marketplace, dan aplikasi berbasis digital lainnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa e-wallet tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga 

menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital yang terus 

berkembang. 

Mekanisme penggunaan e-wallet dimulai dari pendaftaran akun oleh 

pengguna melalui aplikasi penyedia layanan. Selanjutnya, pengguna melakukan 

pengisian saldo (top-up) melalui berbagai metode, seperti transfer bank atau 

agen. Saldo tersebut kemudian digunakan untuk bertransaksi melalui berbagai 

cara, seperti pemindaian kode QR, transfer antar pengguna, maupun 

pembayaran langsung kepada merchant. Proses ini mencerminkan adanya 
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. Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2016), hlm. 297. 



 

23 

 

 
 

sistem transaksi elektronik yang terintegrasi antara pengguna, penyedia 

layanan, dan merchant.
 17

 

Dalam penggunaannya, e-wallet dilengkapi dengan sistem keamanan 

digital, seperti PIN, verifikasi OTP (One Time Password), dan fitur autentikasi 

lainnya. Aspek keamanan ini penting untuk menjaga kepercayaan pengguna 

serta mendukung penggunaan e-wallet secara luas dalam masyarakat. 

3. Perkembangan Penggunaan Di Kalangan Mahasiswa  

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi 

masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa yang cenderung lebih adaptif 

terhadap teknologi. E-wallet menjadi instrumen pembayaran yang berkembang 

pesat seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan internet, serta telah 

menjadi bagian dari gaya hidup modern mahasiswa. 

Penggunaannya tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga 

mencakup berbagai aktivitas akademik dan sosial, seperti transportasi, 

pembelian kebutuhan kuliah, dan transaksi digital. Menurut Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, peningkatan penggunaan internet turut 

mendorong pemanfaatan layanan digital, termasuk sistem pembayaran 

elektronik di kalangan usia muda.
18
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Faktor utama yang mendorong penggunaan e-wallet adalah kemudahan, 

kecepatan transaksi, serta adanya promo seperti cashback dan diskon. Jogiyanto 

Hartono menyatakan bahwa minat penggunaan teknologi dipengaruhi oleh 

persepsi kemudahan dan manfaat yang dirasakan pengguna, sehingga e-wallet 

digunakan tidak hanya karena kebutuhan, tetapi juga kenyamanan dan 

efisiensi.
19

 

Namun, peningkatan penggunaan e-wallet juga berpotensi memengaruhi 

perilaku konsumsi mahasiswa. Kemudahan transaksi dapat mendorong perilaku 

konsumtif jika tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik, 

sehingga penggunaannya perlu disertai kesadaran dan kontrol dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4. Regulasi di Indonesia  

Perkembangan e-wallet di Indonesia didukung oleh regulasi yang 

mengatur sistem pembayaran elektronik guna memberikan kepastian hukum, 

menjaga keamanan transaksi, serta melindungi pengguna dan penyelenggara. 

Dalam hal ini, Bank Indonesia berperan sebagai otoritas yang mengatur dan 

mengawasi penyelenggaraan uang elektronik. 

Pengaturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang menjelaskan bahwa uang 

elektronik merupakan alat pembayaran dengan nilai dana yang disetor terlebih 
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dahulu oleh pengguna dan disimpan secara elektronik. Regulasi ini juga 

mengatur jenis penyelenggara, mekanisme penerbitan, serta kewajiban 

penyedia layanan.
20

 

Selain itu, Bank Indonesia menetapkan ketentuan terkait keamanan dan 

perlindungan konsumen, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan data, 

menyediakan sistem keamanan, dan layanan pengaduan. Hal ini bertujuan 

menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan terpercaya.
21

 

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut berperan dalam 

pengawasan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan digital, dengan 

menekankan pentingnya transparansi dan keamanan layanan. Dengan adanya 

regulasi tersebut, penggunaan e-wallet diharapkan berjalan tertib serta 

mendukung perkembangan sistem pembayaran digital yang sehat dan 

berkelanjutan. 

 

C.  E-wallet dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

1. Prinsip Muamalah  

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan e-wallet 

sebagai instrumen pembayaran digital termasuk dalam ranah muamalah, yaitu 

aktivitas yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan 
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sosial. Prinsip dasar muamalah dalam Islam adalah kebolehan (al-ashlu fil 

mu’amalah al-ibahah), selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah 

ini menunjukkan bahwa setiap bentuk transaksi, termasuk inovasi seperti e-

wallet, pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang 

bertentangan dengan syariat. 

Menurut Wahbah az-Zuhaili, muamalah adalah hukum-hukum syariat 

yang mengatur hubungan manusia dalam bidang harta dan transaksi untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia menegaskan bahwa prinsip dasar muamalah 

adalah fleksibilitas selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti 

riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi).
22

 

Sejalan dengan itu, Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa 

muamalah mencakup seluruh aturan yang berkaitan dengan transaksi ekonomi 

yang dilakukan manusia, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan 

menghindari kemudaratan
23

 Dalam konteks ini, penggunaan e-wallet dapat 

dipahami sebagai bentuk modern dari transaksi muamalah yang harus 

memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan antar pihak (an-taradin). 

Selain itu, Adiwarman A. Karim menyatakan bahwa dalam ekonomi 

Islam, suatu transaksi dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, serta 

tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah, seperti riba, gharar, dan 
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maysir.
24

 Oleh karena itu, implementasi e-wallet harus dipastikan bebas dari 

praktik-praktik tersebut, misalnya dengan menjamin kejelasan akad, 

transparansi biaya, dan keamanan dana pengguna. Dengan demikian, prinsip-

prinsip muamalah menjadi dasar normatif dalam menganalisis dan menilai 

praktik transaksi digital, termasuk e-wallet, dalam perspektif hukum Islam. 

2. Larangan (Riba, Gharar, Maisir)  

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap aktivitas muamalah tidak hanya 

didasarkan pada prinsip kebolehan, tetapi juga dibatasi oleh larangan terhadap 

unsur-unsur tertentu yang dapat merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. 

Tiga larangan utama dalam transaksi ekonomi Islam adalah riba, gharar, dan 

maisir, yang menjadi parameter penting dalam menilai keabsahan suatu 

transaksi, termasuk dalam penggunaan e-wallet. 

Riba secara umum diartikan sebagai tambahan atau kelebihan yang 

disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran barang sejenis 

yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut Wahbah az-Zuhaili, riba 

adalah setiap tambahan yang diambil tanpa adanya imbalan yang sah menurut 

syariah dalam suatu transaksi pertukaran harta.
25

 Dalam konteks modern, riba 

dapat muncul dalam bentuk bunga atau keuntungan yang ditetapkan secara 

sepihak tanpa dasar transaksi riil. 
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Selain riba, gharar merupakan unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian 

dalam suatu transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Sayyid 

Sabiq menjelaskan bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya 

atau mengandung spekulasi tinggi sehingga dapat menimbulkan sengketa.
26

 

Oleh karena itu, dalam transaksi digital seperti e-wallet, kejelasan informasi 

terkait saldo, biaya, dan mekanisme penggunaan menjadi hal yang sangat 

penting untuk menghindari unsur gharar. 

Adapun maisir merujuk pada segala bentuk perjudian atau spekulasi 

yang mengandung unsur untung-untungan tanpa dasar usaha yang jelas. 

Menurut Adiwarman A. Karim, maisir adalah transaksi yang bergantung pada 

peluang dan spekulasi, di mana salah satu pihak memperoleh keuntungan tanpa 

usaha yang seimbang.
27

 Dalam praktik ekonomi digital, unsur maisir dapat 

muncul dalam bentuk program yang bersifat spekulatif atau permainan 

berhadiah yang tidak memiliki dasar transaksi yang jelas. 

Ketiga larangan ini menjadi landasan penting dalam kajian muamalah 

untuk memastikan bahwa setiap transaksi berjalan secara adil dan tidak 

merugikan pihak manapun. Oleh karena itu, dalam menganalisis penggunaan e-

wallet, perlu diperhatikan apakah terdapat potensi unsur riba, gharar, atau 

maisir dalam mekanisme maupun fitur yang ditawarkan oleh layanan tersebut.\ 
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3. Akad Dalam E-wallet  

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap transaksi harus dilandasi oleh 

akad yang jelas karena akad merupakan dasar yang menentukan keabsahan 

suatu aktivitas muamalah. Akad dipahami sebagai kesepakatan antara para 

pihak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. 

Dalam penggunaan e-wallet, akad menjadi penting untuk menjelaskan 

hubungan hukum antara pengguna sebagai pemilik dana dan penyedia layanan 

sebagai pengelola sistem. 

Menurut Ascarya, akad adalah ikatan perjanjian antara dua pihak atau 

lebih yang dilakukan secara sadar dan menimbulkan konsekuensi hukum sesuai 

prinsip syariah.
28

 Oleh karena itu, dalam sistem e-wallet diperlukan kejelasan 

mengenai hak dan kewajiban para pihak agar transaksi yang dilakukan tetap 

berada dalam koridor syariah. 

Dalam praktiknya, akad yang relevan dalam e-wallet umumnya 

dianalisis melalui akad wadiah (titipan) dan qardh (pinjaman). Akad wadiah 

terjadi ketika pengguna menitipkan dana kepada penyedia layanan untuk 

disimpan dan digunakan sewaktu-waktu. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, 

wadiah merupakan akad penitipan di mana pihak penerima titipan berkewajiban 
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menjaga dan mengembalikan harta tersebut kapan saja diminta oleh 

pemiliknya.
29

 

Sementara itu, akad qardh terjadi apabila dana yang disimpan dianggap 

sebagai pinjaman kepada penyedia layanan. Dalam akad ini, penyedia wajib 

mengembalikan dana secara utuh tanpa adanya tambahan yang disyaratkan. 

Rozalinda menjelaskan bahwa dalam akad qardh, segala bentuk tambahan yang 

disyaratkan atas pinjaman termasuk dalam kategori riba yang dilarang.
30

 

Selain itu, dalam praktik e-wallet juga dapat ditemukan akad pelengkap 

seperti ijarah (sewa jasa), terutama terkait biaya layanan atau administrasi yang 

dikenakan oleh penyedia. Akad ini diperbolehkan selama terdapat kejelasan 

manfaat dan transparansi biaya yang dibebankan kepada pengguna. 

Maka dari itu, keberadaan akad dalam e-wallet menjadi aspek penting 

dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, karena melalui akad dapat dianalisis 

kesesuaian mekanisme transaksi digital dengan prinsip-prinsip syariah, 

khususnya dalam menjaga keadilan, kejelasan, dan keseimbangan hak serta 

kewajiban para pihak. 

4. Fatwa DSN-MUI 

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keberadaan fatwa memiliki 

peran penting sebagai pedoman dalam menentukan kehalalan dan kesesuaian 
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suatu praktik ekonomi dengan prinsip syariah. Di Indonesia, lembaga yang 

berwenang mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah adalah Dewan 

Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI 

menjadi acuan bagi pelaku industri keuangan, termasuk dalam pengembangan 

layanan berbasis teknologi seperti e-wallet. 

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, fatwa 

merupakan ketetapan hukum syariah yang dikeluarkan untuk menjawab 

persoalan ekonomi kontemporer agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
31

 

Dalam konteks uang elektronik, DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 

116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yang memberikan 

landasan hukum terkait penggunaan dan pengelolaan uang elektronik 

berdasarkan prinsip syariah. 

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa uang elektronik diperbolehkan 

selama memenuhi ketentuan syariah, antara lain tidak mengandung unsur riba, 

gharar, dan maisir, serta didasarkan pada akad yang sesuai. Selain itu, dana 

yang disimpan oleh pengguna harus dikelola secara aman dan tidak digunakan 

untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa ini juga 

menegaskan pentingnya transparansi, keadilan, dan perlindungan terhadap 

pengguna dalam setiap transaksi. 

                                                           
 

31
. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-

MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (Jakarta: DSN-MUI, 2017), hlm. 3. 



 

32 

 

 
 

Menurut Ascarya, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman 

operasional dalam penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan, termasuk 

dalam menghadapi inovasi teknologi keuangan.
32

 Hal ini menunjukkan bahwa 

fatwa tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab 

perkembangan ekonomi modern. 

Selain itu, Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa keberadaan 

fatwa sangat penting dalam menjaga agar praktik ekonomi tetap berada dalam 

koridor syariah, khususnya dalam menghadapi berbagai bentuk inovasi produk 

keuangan.
33

 Dengan demikian, fatwa DSN-MUI menjadi instrumen penting 

dalam memastikan bahwa penggunaan e-wallet dapat berjalan sesuai dengan 

prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (field research), 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji secara langsung kondisi 

di lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.
1
 

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari mahasiswa sebagai 

responden guna melihat tingkat kesadaran hukum syariah dalam penggunaan e-

wallet.  

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris menitikberatkan 

pada data yang diperoleh langsung dari masyarakat untuk mengetahui 

bagaimana hukum dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
2
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang 

bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui data deskriptif berupa 

hasil wawancara dan pengamatan. Pendekatan ini digunakan untuk menggali 

pemahaman, sikap, serta problematika mahasiswa dalam penggunaan e-wallet. 
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2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena yang 

diteliti, serta menganalisisnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan tingkat kesadaran 

hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan e-wallet, sedangkan sifat analitis 

digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan. 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif bertujuan memberikan 

gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti tanpa melakukan manipulasi 

terhadap variabel yang ada.
3
 Sifat analitis dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengkaji lebih jauh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran 

hukum syariah mahasiswa serta problematika yang muncul dalam penggunaan 

e-wallet. 

B. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder, yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli atau lapangan tempat penelitian dilakukan. Dalam penelitian 

hukum empiris, data primer berfungsi sebagai instrumen utama untuk 
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menganalisis bagaimana norma hukum dipahami dan diterapkan dalam 

realitas sosial masyarakat.
4
 

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui 

wawancara mendalam (in-depth interview) dengan mahasiswa Fakultas 

Syariah UIN Jurai Siwo Lampung yang aktif menggunakan e-wallet. 

Penelitian ini secara spesifik memfokuskan subjek pada mahasiswa aktif 

angkatan 2023–2025 berdasarkan beberapa pertimbangan metodologis 

berikut: 

a) Aksesibilitas dan Keaktifan: Mahasiswa angkatan 2023–2025 saat ini 

masih aktif mengikuti perkuliahan tatap muka di kampus, sehingga 

memudahkan peneliti dalam melakukan observasi langsung dan 

koordinasi wawancara. 

b) Relevansi Tren Digital: Berbeda dengan angkatan terdahulu (seperti 2019 

atau 2020) yang ekosistem digitalnya belum sematang sekarang, angkatan 

2023–2025 tumbuh di tengah masifnya perkembangan e-wallet. 

Kelompok ini dinilai memiliki intensitas dan variasi transaksi digital yang 

jauh lebih tinggi dan relevan dengan kondisi masa kini. 

c) Kematangan Teoretis: Mahasiswa pada rentang angkatan ini telah atau 

sedang menempuh mata kuliah Fiqh Muamalah dan Hukum Ekonomi 
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Islam, sehingga dianggap memiliki pemahaman dasar mengenai prinsip 

transaksi syariah. 

Penentuan responden dilakukan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan 

dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini 

meliputi:
 5
 

1. Mahasiswa aktif Fakultas Syariah angkatan 2023–2025. 

2. Aktif menggunakan aplikasi e-wallet (seperti Dana, ShopeePay atau 

GoPay) dalam aktivitas sehari-hari. 

3. Telah atau sedang mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan Hukum 

Ekonomi Islam/Fiqh Muamalah. 

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah responden dibatasi sebanyak 10 

sampai 15 mahasiswa. Dalam metode kualitatif empiris, pembatasan jumlah 

ini dinilai ideal karena fokus riset bukanlah generalisasi statistik (kuantitas), 

melainkan kedalaman dan ketuntasan informasi hingga mencapai titik jenuh 

data (data saturation). Melalui 10–15 responden yang sangat representatif ini, 

peneliti dapat menggali secara komprehensif mengenai tingkat kesadaran 

hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan e-wallet. 

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara 

langsung dari lapangan, melainkan melalui bahan-bahan kepustakaan yang 
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berkaitan dengan objek penelitian. Data ini digunakan sebagai pendukung 

untuk memperkuat dan melengkapi data primer. Menurut Satjipto Rahardjo, 

data sekunder dalam penelitian hukum meliputi bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan.
6
 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Bahan 

hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan fatwa yang 

berkaitan dengan e-wallet, termasuk Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa 

DSN-MUI tentang uang elektronik syariah; (2) Bahan hukum sekunder, 

berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang membahas hukum ekonomi 

syariah, kesadaran hukum, dan transaksi digital; (3) Bahan hukum tersier, 

seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman 

istilah dalam penelitian. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk 

memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.
7
 Wawancara 

dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan menggunakan pedoman 
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wawancara semi terstruktur.
8
 Teknik ini digunakan agar peneliti dapat 

menggali informasi secara lebih mendalam mengenai pemahaman, sikap dan 

kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam penggunaan e-wallet. Selain itu, 

wawancara semi terstruktur memberikan keleluasaan kepada responden untuk 

menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih terbuka. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen atau arsip yang berkaitan 

dengan objek penelitian.
9
  Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan penggunaan e-wallet dan 

kesadaran hukum syariah mahasiswa. Dokumen yang digunakan meliputi 

buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta data atau 

catatan lain yang relevan dengan penelitian. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, 

yaitu proses mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dan dokumentasi secara sistematis. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael 

Huberman, analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi 
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data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
10

 Reduksi data dilakukan dengan 

memilih data yang relevan, penyajian data dalam bentuk uraian naratif, dan 

penarikan kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan dalam data. 

Selain itu, menurut Lexy J. Moleong, analisis data kualitatif merupakan 

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan 

satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan makna yang sesuai dengan 

tujuan penelitian.
11

 Dalam penelitian ini, data hasil wawancara dan dokumentasi 

akan dikelompokkan berdasarkan tema, kemudian dianalisis untuk melihat 

kesadaran hukum syariah mahasiswa serta problematika dalam penggunaan e-

wallet. 

                                                           
 

10
. Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI Press, 

1992), hlm. 16. 

 
11

. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 

hlm. 248. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Profil Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung 

1. Sejarah Fakultas Syariah 

Fakultas Syariah merupakan salah satu fakultas di lingkungan 

Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung yang berfokus pada 

pengembangan keilmuan hukum Islam (syariah) serta penerapannya dalam 

kehidupan masyarakat modern. Fakultas ini berperan dalam menghasilkan 

lulusan yang memiliki pemahaman komprehensif terhadap prinsip-prinsip 

hukum Islam, sekaligus memiliki kemampuan analitis dan praktis dalam 

menghadapi berbagai persoalan hukum kontemporer.
1
 

Secara kelembagaan, Fakultas Syariah merupakan bagian dari sistem 

pendidikan tinggi Islam yang terus berkembang, seiring dengan transformasi 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro menjadi UIN Jurai Siwo Lampung 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2025. Transformasi ini 

menjadi momentum penting dalam memperkuat kapasitas akademik, 

memperluas cakupan keilmuan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan 

tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat.
 2

 

                                                           
 

1
. Sumber : https://www.metrouniv.ac.id/faculty/. Diakses pada 2 Mei 2026. 

 
2
. Sumber : https://www.metrouniv.ac.id/faculty/. Diakses pada 2 Mei 2026. 

https://www.metrouniv.ac.id/faculty/
https://www.metrouniv.ac.id/faculty/
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Dari aspek historis, Fakultas Syariah memiliki program studi tertua 

yaitu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) yang telah ada sejak masa 

rintisan. Program studi ini memperoleh izin penyelenggaraan melalui Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor 

E/109/1995 tanggal 15 September 1995. Keberadaan program studi ini 

menjadi dasar pengembangan rumpun keilmuan syariah di fakultas tersebut. 

Dalam aspek keilmuan, Fakultas Syariah mengedepankan pendekatan 

interdisipliner dengan mengintegrasikan kajian hukum Islam dan berbagai 

disiplin ilmu lainnya. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya 

memahami konsep normatif, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara 

kontekstual dalam dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Untuk mendukung 

hal tersebut, fakultas menyelenggarakan beberapa program studi, seperti 

Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Tata Negara.
 3

 

Selain itu, Fakultas Syariah menerapkan sistem pembelajaran yang 

mengintegrasikan teori dan praktik melalui kegiatan seperti Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL) yang bekerja sama dengan berbagai lembaga. 

Fakultas juga memiliki komitmen dalam pengembangan penelitian dan 

publikasi ilmiah melalui partisipasi aktif dalam konferensi, kompetisi, dan 

kerja sama akademik. Hal ini menunjukkan bahwa Fakultas Syariah tidak 

                                                           
 

3
. Sumber : https://www.metrouniv.ac.id/faculty/. Diakses pada 2 Mei 2026. 

https://www.metrouniv.ac.id/faculty/
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hanya berperan sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai pusat 

pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi di bidang hukum Islam.
 4

 

2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah 

i. Visi 

Terdepan dalam keilmuan syariah dan hukum bersinergi socio–eco–

technopreneurship tahun 2030. 

ii. Misi 

1) Mengoptimalkan penguasaan materi yang tercermin pada cara berpikir 

dan berperilaku hukum syariah terdepan dan kompetitif. 

2) Menciptakan suasana dan pelayanan akademik berbasis keilmuan 

syariah dan hukum secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. 

3) Membina dan memupuk potensi guna terciptanya hasil karya 

akademik yang inovatif dan produktif berbasis hukum. 

4) Menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian yang baik, 

kompeten, dan mampu mengembangkan keilmuan berbasis Socio-Eco-

Technopreneurship dalam kontribusinya terhadap pembangunan dan 

penegakan hukum di Indonesia. 

 

iii. Tujuan 

Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung mempunyai tujuan: 

                                                           
 

4
. Sumber : https://www.metrouniv.ac.id/faculty/. Diakses pada 2 Mei 2026. 

https://www.metrouniv.ac.id/faculty/
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1) Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. 

2) Menghasilkan terobosan ilmu pengetahuan serta teknologi melalui 

metode penelitian secara komprehensif dan mutakhir dengan 

senantiasa memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang 

mengarah pada daya guna dan hasil guna terhadap pengabdian 

masyarakat. 

3) Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis kognitif, afektif, 

dan psikomotorik yang mengarah pada bentuk integrasi pada budaya 

lokal. 

4) Mewujudkan lulusan yang menguasai kompetensi ilmu pengetahuan 

sesuai bidang syariah yang didukung dengan teknologi untuk 

memenuhi pengembangan pembelajaran yang bersinergi dengan sosio-

eco-technopreneurship sebagai implementasi dari Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

  

B.  Tingkat Kesadaran Hukum Syariah Mahasiswa dalam Penggunaan E-wallet 

1. Pengetahuan dan Pemahaman Mahasiswa tentang Hukum Syariah 

dalam E-wallet  

Pengetahuan hukum merupakan indikator pertama dalam 

pembentukan kesadaran hukum seseorang. Soerjono Soekanto menjelaskan 

bahwa pengetahuan hukum menunjukkan sejauh mana seseorang mengetahui 
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adanya aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. 

Pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi individu untuk memahami, menilai, 

dan menerapkan hukum dalam aktivitas sehari-hari. Dalam konteks penelitian 

ini, pengetahuan hukum syariah berkaitan dengan sejauh mana mahasiswa 

mengetahui prinsip-prinsip syariah yang mengatur penggunaan e-wallet 

sebagai bagian dari transaksi digital.
5
 

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan e-wallet 

termasuk ke dalam aktivitas muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan 

selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Wahbah 

az-Zuhaili menjelaskan bahwa prinsip dasar muamalah adalah kebolehan 

selama tidak terdapat unsur riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, 

pemahaman mahasiswa terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadi penting 

untuk melihat tingkat kesadaran hukum syariah dalam penggunaan e-wallet.
6
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Meica Cahya Kirani 

menjelaskan bahwa ia mengetahui adanya aturan syariah dalam penggunaan 

e-wallet, namun belum memahami secara rinci mengenai akad yang 

digunakan dalam layanan tersebut. Meica menyatakan bahwa selama ini ia 

lebih banyak menggunakan e-wallet karena faktor kemudahan transaksi 

                                                           
 

5
. Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1982), 

hlm. 9–10. 

 
6
. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: 

Dina Utama, 1994), hlm. 96. 
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dibandingkan mempertimbangkan aspek akad syariahnya.
7
 Berdasarkan 

jawaban tersebut, terlihat bahwa pengetahuan Meica mengenai hukum syariah 

dalam e-wallet masih berada pada tahap pengetahuan umum. Informan telah 

mengetahui adanya aturan syariah, tetapi belum memiliki pemahaman yang 

mendalam mengenai mekanisme hukum yang mendasarinya.  

Berbeda dengan informan sebelumnya, Shindu Anggara menjelaskan 

bahwa ia mengetahui larangan riba, gharar, dan maisir dalam transaksi 

ekonomi Islam. Menurutnya, penggunaan e-wallet harus memperhatikan 

transparansi biaya administrasi, promo, maupun cashback yang diberikan oleh 

penyedia layanan agar tidak menimbulkan unsur yang dilarang dalam 

syariah.
8
 Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Shindu memiliki 

pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan prinsip syariah dalam 

transaksi digital. Informan tidak hanya mengetahui konsep dasar hukum 

syariah, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan praktik penggunaan 

e-wallet sehari-hari. 

Sementara itu, Murfiatul Aisyah menyampaikan bahwa ia pernah 

memperoleh materi mengenai uang elektronik dan transaksi digital dalam 

mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Murfiatul memahami bahwa 

penggunaan e-wallet diperbolehkan selama digunakan untuk transaksi yang 

                                                           
 

7
. Hasil Wawancara dengan Saudara Meica Cahya Kirani selaku mahasiswa Jurusan Hukum 

Tata Negara. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026. 
 

8
. Hasil Wawancara dengan Saudara Shindu Anggara selaku mahasiswa Jurusan Hukum 

Keluarga Islam. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026. 
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halal dan tidak mengandung unsur penipuan. Namun, ia mengaku belum 

mengetahui secara pasti fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai uang 

elektronik syariah. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa pemahaman 

Murfiatul terhadap hukum syariah dalam e-wallet cukup baik, meskipun 

pengetahuannya mengenai landasan hukum formal masih terbatas.
9
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, ditemukan 

bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap hukum 

syariah dalam penggunaan e-wallet berada pada tingkat yang beragam. 

Sebagian informan telah mampu menjelaskan prinsip-prinsip syariah seperti 

larangan riba, gharar, dan maisir serta menghubungkannya dengan praktik 

penggunaan e-wallet. Namun, sebagian lainnya masih memahami hukum 

syariah pada tingkat umum dan belum memahami secara rinci aspek akad 

maupun dasar hukum yang mengatur penggunaan e-wallet dalam perspektif 

syariah. 

Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa mengenai 

hukum syariah dalam e-wallet telah terbentuk melalui proses pendidikan, 

khususnya melalui mata kuliah yang berkaitan dengan Fiqh Muamalah dan 

Hukum Ekonomi Syariah. Akan tetapi, kedalaman pemahaman setiap 

mahasiswa berbeda-beda sehingga memengaruhi cara mereka menilai 

kesesuaian syariah dalam penggunaan e-wallet. Sehingga mempengaruhi 

                                                           
 

9
. Hasil Wawancara dengan Saudari Murfiatul Aisyah selaku mahasiswa Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026. 
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tingkat pemahaman mereka masih bervariasi, terutama terkait akad yang 

digunakan, fatwa DSN-MUI, dan implementasi prinsip syariah dalam fitur-

fitur layanan e-wallet. 

2. Praktik Penggunaan E-wallet oleh Mahasiswa 

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan pola 

transaksi masyarakat dari sistem pembayaran tunai menuju sistem 

pembayaran elektronik. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah e-wallet 

yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi secara cepat, 

mudah, dan efisien melalui perangkat digital. Menurut Adiwarman A. Karim, 

perkembangan uang elektronik merupakan bagian dari transformasi sistem 

keuangan modern yang bertujuan meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi 

masyarakat.
10

 Dalam konteks kehidupan mahasiswa, e-wallet telah menjadi 

salah satu instrumen pembayaran yang banyak digunakan untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan kebutuhan 

akademik maupun kebutuhan pribadi.  

Penggunaan e-wallet di kalangan mahasiswa tidak terlepas dari 

kemudahan akses teknologi dan meningkatnya aktivitas ekonomi digital. 

Dalam landasan teori penelitian ini dijelaskan bahwa mahasiswa merupakan 

kelompok yang relatif adaptif terhadap perkembangan teknologi sehingga 

penggunaan e-wallet telah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Selain 

                                                           
 

10
. Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2016), hlm. 297. 
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digunakan untuk transaksi pembelian barang dan jasa, e-wallet juga 

dimanfaatkan untuk pembayaran transportasi, pembelian kebutuhan kuliah, 

hingga transaksi pada berbagai platform digital.
11

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rhofiqoh Dyah F., diketahui 

bahwa ia menggunakan aplikasi DANA dan ShopeePay hampir setiap hari. 

Rhofiqoh menjelaskan bahwa penggunaan e-wallet lebih banyak digunakan 

untuk membeli makanan, membayar kebutuhan kuliah secara online, serta 

melakukan transaksi pada marketplace. Menurutnya, penggunaan e-wallet 

memberikan kemudahan karena tidak perlu membawa uang tunai dan proses 

pembayaran dapat dilakukan dengan cepat melalui pemindaian QRIS.
12

 

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan e-wallet 

oleh Rhofiqoh lebih didorong oleh faktor kemudahan dan efisiensi transaksi. 

E-wallet tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran alternatif, tetapi 

telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari yang mendukung 

berbagai kebutuhan mahasiswa. 

Selanjutnya, Linggar Raka Pengestu menjelaskan bahwa ia 

menggunakan GoPay dan ShopeePay untuk kebutuhan transportasi online, 

pembelian pulsa, pembayaran tagihan, serta transaksi pada platform belanja 

daring. Linggar mengaku bahwa keberadaan promo dan cashback menjadi 

                                                           
 

11
. Yusuf al-Qaradawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Mu’ammal Hamidy (Surabaya: 

PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 17. 

 
12

. Hasil Wawancara dengan Saudari Rhofiqoh Dyah F. selaku mahasiswa Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026. 
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salah satu alasan yang mendorong dirinya lebih sering menggunakan e-wallet 

dibandingkan pembayaran tunai.
13

 Menurut peneliti, praktik penggunaan e-

wallet yang dilakukan oleh Uswatun menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan 

keuntungan yang ditawarkan oleh penyedia layanan turut memengaruhi 

intensitas penggunaan e-wallet. Selain faktor kemudahan, adanya promo dan 

cashback menjadi daya tarik yang memperkuat kebiasaan mahasiswa dalam 

menggunakan transaksi digital. 

Sementara itu, M Fahmi Andriansyah menyampaikan bahwa 

penggunaan e-wallet telah menjadi kebutuhan yang sulit dipisahkan dari 

aktivitas sehari-harinya. Fahmi menggunakan DANA untuk transfer kepada 

teman, pembayaran makanan, pembelian tiket perjalanan, serta transaksi pada 

berbagai aplikasi digital. Ia mengaku lebih memilih e-wallet karena proses 

transaksi dianggap lebih praktis dan dapat dilakukan kapan saja tanpa harus 

mendatangi mesin ATM atau membawa uang tunai.
14

 Dari jawaban tersebut 

terlihat bahwa e-wallet telah berfungsi tidak hanya sebagai alat pembayaran, 

tetapi juga sebagai sarana pengelolaan transaksi keuangan yang mendukung 

mobilitas mahasiswa. Kemudahan akses dan fleksibilitas penggunaan menjadi 

alasan utama yang mendorong penggunaan e-wallet dalam kehidupan sehari-

hari.  

                                                           
 

13
. Hasil Wawancara dengan Saudara Linggar Raka Pengestu selaku mahasiswa Jurusan 

Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026. 
 

14
. Hasil Wawancara dengan Saudara M Fahmi Andriansyah selaku mahasiswa Jurusan 

Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, diketahui 

bahwa praktik penggunaan e-wallet di kalangan mahasiswa dilakukan secara 

rutin dalam berbagai aktivitas ekonomi sehari-hari. Bentuk penggunaan yang 

paling dominan meliputi pembayaran makanan dan minuman, transaksi 

marketplace, pembelian pulsa dan paket data, pembayaran transportasi online, 

transfer antar pengguna, serta pembayaran berbagai layanan digital lainnya. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa e-wallet telah menjadi bagian 

penting dari pola transaksi mahasiswa karena menawarkan kemudahan, 

kecepatan, fleksibilitas akses, serta didukung oleh promo dan cashback. Hasil 

ini sejalan dengan teori Jogiyanto Hartono yang menyatakan bahwa minat 

menggunakan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan manfaat 

yang dirasakan.
15

 Tingginya penggunaan e-wallet menunjukkan 

meningkatnya ketergantungan mahasiswa pada pembayaran digital, sekaligus 

mencerminkan perubahan pola transaksi dari metode konvensional menuju 

sistem yang lebih modern, praktis, dan efisien. 

3. Analisis Kesadaran Hukum Syariah Mahasiswa  

Kesadaran hukum syariah merupakan salah satu indikator penting 

dalam melihat bagaimana individu memahami, menerima, dan menerapkan 

ketentuan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Soerjono Soekanto, 

kesadaran hukum dapat diukur melalui empat indikator utama, yaitu 

                                                           
 

15
. Jogiyanto Hartono, Sistem Informasi Keperilakuan (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hlm. 

36. 
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pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku 

hukum.
16

 Keempat indikator tersebut saling berkaitan dan menunjukkan 

sejauh mana hukum telah terinternalisasi dalam diri seseorang. Dengan 

demikian, kesadaran hukum syariah tidak hanya dilihat dari kemampuan 

individu mengetahui aturan syariah, tetapi juga dari sikap dan perilakunya 

dalam menerapkan aturan tersebut.  

Dalam perspektif hukum Islam, kesadaran hukum syariah tidak hanya 

didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga dipengaruhi 

oleh kesadaran keagamaan yang bersumber dari keimanan. Yusuf al-Qaradawi 

menjelaskan bahwa kesadaran hukum syariah mendorong individu untuk 

mempertimbangkan aspek halal dan haram dalam setiap aktivitas, termasuk 

dalam kegiatan ekonomi dan transaksi digital.
17

 Oleh karena itu, analisis 

kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam penelitian ini dilakukan dengan 

melihat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki mahasiswa dengan 

praktik penggunaan e-wallet yang mereka lakukan sehari-hari.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aulia Nuru Syifa, diketahui 

bahwa ia memahami prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah, 

khususnya mengenai larangan riba, gharar, dan maisir. Nirmala menjelaskan 

bahwa sebelum menggunakan suatu layanan e-wallet, ia berusaha mencari 

                                                           
 

16
. Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1982), 

hlm. 11. 
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. Yusuf al-Qaradawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Mu’ammal Hamidy (Surabaya: 

PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 18. 
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informasi mengenai keamanan layanan dan memastikan bahwa transaksi yang 

dilakukan tidak berkaitan dengan aktivitas yang bertentangan dengan syariat 

Islam. Meskipun demikian, Aulia mengaku belum pernah secara khusus 

menelusuri akad yang digunakan oleh penyedia layanan e-wallet yang selama 

ini digunakannya.
18

 

Menurut peneliti, jawaban Aulia menunjukkan adanya kesadaran 

hukum syariah yang cukup baik pada aspek pengetahuan dan sikap hukum. 

Informan telah memahami pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam transaksi 

digital serta memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan aspek halal 

dan haram sebelum melakukan transaksi. Akan tetapi, pada aspek pemahaman 

hukum masih ditemukan keterbatasan karena informan belum memahami 

secara mendalam akad yang mendasari layanan e-wallet tersebut. 

Selanjutnya, Ervan Maulana menjelaskan bahwa ia mengetahui adanya 

aturan syariah yang mengatur transaksi digital, namun dalam praktiknya 

penggunaan e-wallet lebih didasarkan pada faktor kemudahan dan kebutuhan 

sehari-hari.
19

 Ervan mengaku jarang mempertimbangkan aspek hukum syariah 

ketika menggunakan e-wallet dan lebih fokus pada manfaat yang diperoleh, 

seperti kemudahan pembayaran, promo, dan cashback. 

                                                           
 

18
. Hasil Wawancara dengan Saudari Aulia Nuru Syifa selaku mahasiswa Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026. 
 

19
. Hasil Wawancara dengan Saudara Ervan Maulana selaku mahasiswa Jurusan Hukum Tata 

Negara. Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung. Pada tanggal 2 Juni 2026. 
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Berdasarkan keterangan tersebut, terlihat bahwa terdapat kesenjangan 

antara pengetahuan dan perilaku informan. Meskipun Ervan mengetahui 

bahwa transaksi dalam Islam harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, 

pengetahuan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku 

penggunaan e-wallet sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran 

hukum syariah informan masih berada pada tahap pengetahuan dasar dan 

belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi perilaku hukum. 

Sementara itu, M Isma Fauzi menjelaskan bahwa penggunaan e-wallet 

menurutnya harus tetap memperhatikan ketentuan syariah. Fauzi menyatakan 

bahwa ia pernah mencari informasi mengenai Fatwa DSN-MUI tentang uang 

elektronik syariah serta berusaha memahami bagaimana mekanisme transaksi 

dalam e-wallet. Selain itu, ia juga mengaku lebih berhati-hati terhadap 

program-program tertentu yang dianggap berpotensi mengandung unsur 

spekulatif atau tidak jelas mekanismenya.
20

 

Menurut peneliti, jawaban Fauzi tersebut menunjukkan tingkat 

kesadaran hukum syariah yang relatif lebih tinggi dibandingkan informan 

lainnya. Informan tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman 

mengenai hukum syariah dalam transaksi digital, tetapi juga berusaha 

menerapkannya dalam perilaku penggunaan e-wallet sehari-hari. Hal ini 
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menunjukkan adanya keterkaitan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku 

hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam teori kesadaran hukum. 

Berdasarkan hasil wawancara, tingkat kesadaran hukum syariah 

mahasiswa dalam penggunaan e-wallet masih beragam. Perbedaan tersebut 

terlihat dari kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan pengetahuan 

hukum syariah dengan praktik penggunaan e-wallet sehari-hari. Meica Cahya 

Kirani menunjukkan kesadaran pada aspek pengetahuan dan sikap, tetapi 

belum memiliki pemahaman mendalam tentang akad dan mekanisme syariah. 

Aulia Nuru Syifa memahami prinsip syariah, namun perilaku penggunaannya 

lebih dipengaruhi oleh kemudahan dan manfaat ekonomi. Sementara itu, 

Rhofiqoh Dyah F. mampu mengintegrasikan pengetahuan, pemahaman, sikap, 

dan perilaku hukum sehingga memiliki tingkat kesadaran hukum syariah yang 

lebih baik. 

Temuan ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto yang menyatakan 

bahwa kesadaran hukum mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan 

perilaku.
21

 Pengetahuan hukum yang baik tidak selalu menghasilkan perilaku 

yang sesuai jika tidak disertai kesadaran dan komitmen untuk menerapkannya. 

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan 

dan perilaku, di mana pemahaman terhadap prinsip syariah belum tentu 

diikuti oleh penerapannya dalam penggunaan e-wallet. Faktor kemudahan, 
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kebiasaan, kebutuhan transaksi, dan perkembangan teknologi turut 

memengaruhi perilaku tersebut. Oleh karena itu, kesadaran hukum syariah 

mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengetahuan, tetapi juga oleh 

berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penggunaan e-wallet 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

C. Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Syariah 

1. Faktor Internal dan Faktor Eksternal  

Kesadaran hukum syariah tidak terbentuk secara otomatis, melainkan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam diri individu 

maupun dari lingkungan sekitarnya. Menurut Soerjono Soekanto, tingkat 

kesadaran hukum seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, 

sikap, pengalaman, serta kondisi sosial yang melingkupinya.
22

 Oleh karena 

itu, untuk memahami tingkat kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam 

penggunaan e-wallet, perlu dianalisis faktor-faktor yang mendorong maupun 

memengaruhi terbentuknya kesadaran tersebut. 

Selain faktor internal, perilaku individu juga dipengaruhi oleh faktor 

eksternal yang berasal dari lingkungan sosial, pendidikan, perkembangan 

teknologi, serta kebiasaan masyarakat. Notoatmodjo menjelaskan bahwa 

perilaku seseorang tidak hanya dibentuk oleh pengetahuan yang dimiliki, 
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tetapi juga oleh lingkungan yang mendukung serta pengalaman yang 

diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.
23

 Dalam konteks penelitian ini, 

penggunaan e-wallet oleh mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh 

pemahaman mereka terhadap hukum syariah, tetapi juga oleh berbagai faktor 

praktis yang muncul akibat perkembangan teknologi digital. 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

mahasiswa dan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum syariah dalam 

penggunaan e-wallet. Faktor ini meliputi pengetahuan, pemahaman, 

keyakinan, serta kesadaran individu terhadap pentingnya penerapan prinsip-

prinsip syariah dalam transaksi digital. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Murfiatul Aisyah, diketahui 

bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui mata kuliah Fiqh Muamalah 

menjadi salah satu alasan dirinya mulai memperhatikan aspek syariah dalam 

penggunaan e-wallet. Murfiatul menyatakan bahwa setelah mempelajari 

hukum transaksi dalam Islam, ia menjadi lebih memahami pentingnya 

menghindari unsur riba dan gharar dalam aktivitas ekonomi.
24

 Menurut 

peneliti, jawaban Murfiatul menunjukkan bahwa pendidikan dan pengetahuan 

merupakan faktor internal yang berperan dalam membentuk kesadaran hukum 

syariah. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang mengenai hukum 
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syariah, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut memahami dan 

mempertimbangkan aspek syariah dalam aktivitas transaksinya. 

Selanjutnya, Rizky Saura menjelaskan bahwa meskipun mengetahui 

adanya aturan syariah dalam transaksi digital, ia belum terlalu mendalami 

aspek hukum penggunaan e-wallet. Menurutnya, pemahaman yang dimiliki 

masih terbatas pada pengetahuan umum mengenai halal dan haram dalam 

transaksi.
25

 Berdasarkan jawaban tersebut, terlihat bahwa tingkat pemahaman 

menjadi salah satu faktor internal yang memengaruhi kesadaran hukum 

syariah. Pengetahuan yang tidak diikuti dengan pemahaman yang mendalam 

cenderung membuat individu kurang mampu menerapkan prinsip-prinsip 

syariah dalam praktik penggunaan e-wallet. 

Sementara itu, Rahmat Faitur menyampaikan bahwa kesadaran untuk 

menggunakan layanan yang sesuai syariah muncul dari keyakinan pribadi 

sebagai seorang muslim. Rahmat menganggap bahwa setiap transaksi yang 

dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara hukum, 

tetapi juga secara agama.
26

 Menurut peneliti, jawaban tersebut menunjukkan 

bahwa faktor religiusitas atau kesadaran keagamaan menjadi salah satu faktor 

internal yang berpengaruh terhadap kesadaran hukum syariah. Individu yang 

memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam 
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melakukan aktivitas ekonomi dan lebih memperhatikan kesesuaiannya dengan 

prinsip-prinsip Islam. 

Selain faktor internal, penelitian ini juga menemukan adanya faktor 

eksternal yang memengaruhi kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam 

penggunaan e-wallet. Faktor eksternal tersebut meliputi lingkungan 

pendidikan, pengaruh teman sebaya, perkembangan teknologi, serta strategi 

pemasaran yang dilakukan oleh penyedia layanan e-wallet. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rhofiqoh Dyah F., diketahui 

bahwa lingkungan kampus menjadi salah satu faktor yang memengaruhi 

pemahamannya mengenai hukum syariah dalam transaksi digital. Rhofiqoh 

menjelaskan bahwa diskusi dengan dosen dan teman-teman selama 

perkuliahan membuatnya lebih memahami pentingnya memperhatikan aspek 

syariah dalam penggunaan e-wallet.
27

 Menurut peneliti, jawaban tersebut 

menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam 

membentuk kesadaran hukum syariah mahasiswa. Lingkungan akademik 

memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi dan 

memperdalam pemahaman mengenai hukum ekonomi syariah. 

Selanjutnya, Aulia Nuru Syifa menjelaskan bahwa penggunaan e-

wallet dalam kesehariannya lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial 

dan teman-teman sebayanya. Menurut Aulia, hampir seluruh temannya 
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menggunakan e-wallet sehingga dirinya ikut menggunakan layanan tersebut 

untuk mempermudah transaksi.
28

 Berdasarkan jawaban tersebut, terlihat 

bahwa lingkungan sosial menjadi salah satu faktor eksternal yang 

memengaruhi perilaku penggunaan e-wallet. Kebiasaan yang berkembang di 

lingkungan pergaulan dapat membentuk pola perilaku mahasiswa dalam 

menggunakan teknologi pembayaran digital, termasuk dalam 

mempertimbangkan atau mengabaikan aspek hukum syariah. 

Selain itu, beberapa informan juga mengungkapkan bahwa promo, 

cashback, diskon dan kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh penyedia 

layanan e-wallet menjadi faktor yang sangat memengaruhi penggunaan e-

wallet. Faktor ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan strategi 

pemasaran digital turut memengaruhi perilaku mahasiswa dalam 

menggunakan layanan keuangan elektronik. 

Berdasarkan hasil wawancara, kesadaran hukum syariah mahasiswa 

dalam penggunaan e-wallet dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal meliputi tingkat pengetahuan, pemahaman hukum syariah, dan 

kesadaran keagamaan, sedangkan faktor eksternal mencakup lingkungan 

pendidikan, pengaruh teman sebaya, perkembangan teknologi digital, serta 

kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh layanan e-wallet. 
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Temuan ini sejalan dengan teori Notoatmodjo yang menyatakan 

bahwa perilaku dipengaruhi oleh faktor predisposisi (pengetahuan dan sikap), 

faktor pendukung (lingkungan dan sarana), serta faktor pendorong dari 

lingkungan sosial. Dengan demikian, kesadaran hukum syariah tidak hanya 

dibentuk oleh pengetahuan, tetapi juga oleh kondisi dan lingkungan yang 

dihadapi mahasiswa. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa 

Fakultas Syariah memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum 

ekonomi syariah, penggunaan e-wallet tetap banyak dipengaruhi oleh 

pertimbangan praktis seperti kemudahan transaksi, kebutuhan sehari-hari, dan 

pengaruh sosial. Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum syariah mahasiswa 

terbentuk melalui interaksi antara faktor internal dan eksternal yang 

memengaruhi penggunaan e-wallet dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Analisis Faktor Penyebab  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap para 

informan, ditemukan bahwa tingkat kesadaran hukum syariah mahasiswa 

dalam penggunaan e-wallet tidak terbentuk oleh satu faktor tunggal, 

melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dari data 

yang diperoleh, peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan tingkat 

kesadaran hukum syariah antar mahasiswa meskipun mereka berada dalam 

lingkungan akademik yang sama dan memperoleh materi perkuliahan yang 

relatif serupa. 
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Perbedaan tersebut terlihat dari jawaban Rhofiqoh Dyah F., Rahmat 

Faitur dan Aulia Nurul Syifa. Ketiganya memiliki pengetahuan dasar 

mengenai hukum syariah dalam transaksi digital, namun menunjukkan tingkat 

pemahaman dan penerapan yang berbeda. Rahmat Faitur memahami 

pentingnya menghindari unsur riba dan gharar dalam transaksi digital, tetapi 

belum memahami secara mendalam akad yang digunakan dalam layanan e-

wallet. Sementara itu, Rahmat Faitur mengetahui adanya aturan syariah dalam 

transaksi digital, tetapi penggunaan e-wallet yang dilakukannya lebih 

didasarkan pada kemudahan transaksi dan keuntungan yang diperoleh. 

Berbeda dengan kedua informan tersebut, Rhofiqoh Dyah F., menunjukkan 

tingkat perhatian yang lebih tinggi terhadap aspek syariah dengan mencari 

informasi mengenai fatwa dan mekanisme transaksi yang digunakan dalam 

layanan e-wallet. 

Dari temuan tersebut, peneliti menilai bahwa faktor pertama yang 

menjadi penyebab perbedaan tingkat kesadaran hukum syariah mahasiswa 

adalah tingkat pemahaman terhadap materi Hukum Ekonomi Syariah. 

Mahasiswa yang tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga berusaha 

memahami penerapannya dalam praktik transaksi digital cenderung memiliki 

tingkat kesadaran hukum syariah yang lebih baik. Sebaliknya, mahasiswa 

yang hanya memahami konsep secara umum cenderung menjadikan 

pengetahuan tersebut sebagai informasi teoritis tanpa 

mengimplementasikannya dalam aktivitas sehari-hari. 
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Selain itu, faktor religiusitas atau kesadaran keagamaan pribadi juga 

menjadi salah satu penyebab munculnya perbedaan perilaku antar informan. 

Hal ini terlihat dari jawaban Rhofiqoh Dyah F., yang menyatakan bahwa 

setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

agama. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemahaman syariah yang dimiliki 

tidak hanya berhenti pada aspek kognitif, tetapi telah berkembang menjadi 

kesadaran moral yang memengaruhi perilaku. Berbeda dengan informan 

lainnya yang lebih banyak mempertimbangkan aspek praktis dalam 

penggunaan e-wallet, informan ini menunjukkan adanya dorongan internal 

untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor 

syariah. 

Di sisi lain, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kemudahan 

teknologi dan kebutuhan transaksi sehari-hari menjadi faktor yang cukup 

dominan dalam memengaruhi penggunaan e-wallet. Hampir seluruh informan 

mengakui bahwa alasan utama menggunakan e-wallet adalah karena proses 

transaksi yang lebih cepat, praktis, dan efisien dibandingkan pembayaran 

tunai. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah 

menciptakan pola perilaku baru di kalangan mahasiswa yang lebih 

mengutamakan efektivitas transaksi. Dalam situasi tertentu, pertimbangan 

praktis tersebut bahkan lebih dominan dibandingkan pertimbangan hukum 

syariah. 
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Faktor lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pengaruh 

lingkungan sosial dan akademik. Dari hasil wawancara diketahui bahwa 

mahasiswa memperoleh pengetahuan mengenai hukum syariah tidak hanya 

melalui perkuliahan, tetapi juga melalui diskusi dengan dosen, teman, dan 

berbagai sumber informasi lainnya. Lingkungan akademik memberikan 

kontribusi positif dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai 

transaksi syariah. Namun demikian, lingkungan sosial di luar kampus juga 

memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku penggunaan e-wallet. 

Ketika penggunaan e-wallet telah menjadi kebiasaan umum di lingkungan 

pergaulan mahasiswa, maka penggunaan layanan tersebut cenderung 

dilakukan tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek hukum yang 

mendasarinya. 

Selain faktor lingkungan, peneliti juga menemukan bahwa promo, 

cashback, dan berbagai bentuk insentif yang diberikan oleh penyedia layanan 

e-wallet menjadi faktor yang memengaruhi perilaku mahasiswa. Beberapa 

informan mengakui bahwa mereka lebih sering menggunakan e-wallet karena 

adanya keuntungan finansial yang ditawarkan. Temuan ini menunjukkan 

bahwa aspek ekonomi masih menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan 

e-wallet. Akibatnya, perhatian terhadap aspek kesesuaian syariah terkadang 

menjadi faktor sekunder dibandingkan manfaat yang diperoleh secara 

langsung. 
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Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, peneliti berpendapat bahwa 

faktor penyebab tingkat kesadaran hukum syariah mahasiswa dalam 

penggunaan e-wallet dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama. 

Pertama, aspek internal yang meliputi tingkat pengetahuan, pemahaman 

hukum syariah, dan kesadaran keagamaan individu. Kedua, aspek eksternal 

yang meliputi lingkungan akademik, lingkungan sosial, perkembangan 

teknologi, serta berbagai kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh 

layanan e-wallet. Kedua aspek tersebut saling memengaruhi dalam 

membentuk pola pikir dan perilaku mahasiswa terhadap penggunaan e-wallet. 

Sehingga dapat dipahami bahwa tingginya pengetahuan mahasiswa 

mengenai Hukum Ekonomi Syariah tidak selalu berbanding lurus dengan 

tingginya kesadaran hukum syariah dalam praktik penggunaan e-wallet. 

Dalam beberapa kasus ditemukan adanya kesenjangan antara pengetahuan 

yang dimiliki dengan perilaku yang ditunjukkan. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum syariah memerlukan 

tidak hanya pemahaman teoritis, tetapi juga internalisasi nilai-nilai syariah 

dalam aktivitas ekonomi sehari-hari sehingga mahasiswa mampu menerapkan 

pengetahuan yang dimiliki ke dalam praktik transaksi digital secara konsisten. 

Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa umumnya telah mengenal 

konsep riba, gharar, dan maisir sebagai unsur yang harus dihindari dalam 

transaksi ekonomi Islam, meskipun tingkat pemahaman mereka terhadap 

penerapannya dalam penggunaan e-wallet masih berbeda-beda. Meica Cahya 
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Kirani memahami riba sebagai tambahan biaya yang merugikan pengguna, 

namun belum memahami penerapannya secara menyeluruh dalam sistem 

keuangan digital. Aulia Nuru Syifa menilai e-wallet relatif terhindar dari 

gharar karena adanya transparansi informasi dalam aplikasi. Sementara itu, 

Rhofiqoh Dyah F., memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dengan 

mengaitkan riba, gharar, dan potensi maisir dalam berbagai program promosi 

e-wallet. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan e-wallet oleh para 

informan pada dasarnya tidak mengindikasikan adanya praktik riba, gharar, 

maupun maisir secara langsung karena e-wallet digunakan sebagai sarana 

pembayaran dan penyimpanan dana elektronik yang transaksinya bersifat 

transparan, nominalnya jelas, dan tidak mengandung ketidakpastian yang 

merugikan pihak tertentu. 

Namun, sebagian mahasiswa masih memiliki keterbatasan dalam 

memahami penerapan prinsip-prinsip syariah pada aspek yang lebih 

kompleks, seperti pengelolaan dana, akad yang digunakan, dan fitur promosi 

dalam e-wallet. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka masih lebih 

bersifat konseptual daripada analisis hukum yang mendalam. Oleh karena itu, 

diperlukan peningkatan pendidikan dan literasi keuangan syariah agar 

mahasiswa tidak hanya memahami definisi riba, gharar, dan maisir, tetapi juga 

mampu mengidentifikasi potensi kemunculannya dalam berbagai transaksi 

digital yang terus berkembang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran 

hukum syariah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung dalam 

penggunaan e-wallet berada pada kategori beragam dan belum sepenuhnya 

terinternalisasi secara optimal. Sebagian mahasiswa telah memiliki pengetahuan 

dasar mengenai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti larangan riba, 

gharar, dan maisir, serta memahami bahwa penggunaan e-wallet pada dasarnya 

diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan syariah. Namun, 

pemahaman tersebut belum selalu diwujudkan dalam perilaku transaksi sehari-

hari. Ditemukan adanya kesenjangan antara aspek pengetahuan dan implementasi, 

di mana penggunaan e-wallet masih lebih banyak didasarkan pada pertimbangan 

kemudahan, kecepatan, efisiensi, dan manfaat ekonomi dibandingkan 

pertimbangan kesesuaian syariah. Dengan demikian, kesadaran hukum syariah 

mahasiswa belum hanya ditentukan oleh kemampuan mengetahui aturan, tetapi 

juga oleh kemampuan menginternalisasikan nilai-nilai syariah ke dalam sikap dan 

perilaku transaksi digital sehari-hari.  

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum syariah 

mahasiswa dalam penggunaan e-wallet terdiri atas faktor internal dan faktor 

eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi tingkat pengetahuan, 
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pemahaman terhadap Hukum Ekonomi Syariah, religiusitas, serta kesadaran 

pribadi untuk menerapkan prinsip syariah dalam aktivitas muamalah. Sementara 

itu, faktor eksternal mencakup lingkungan akademik, pengaruh teman sebaya, 

perkembangan teknologi digital, kebutuhan transaksi sehari-hari, serta daya tarik 

promo, cashback, dan berbagai kemudahan yang ditawarkan layanan e-wallet. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya pengetahuan akademik tidak 

selalu berbanding lurus dengan tingginya kesadaran hukum syariah dalam praktik, 

karena perilaku mahasiswa juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan pragmatis. 

Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran hukum syariah tidak cukup dilakukan 

melalui pemberian pengetahuan teoritis semata, tetapi perlu diiringi dengan 

penguatan literasi keuangan syariah, pembiasaan praktik muamalah yang sesuai 

syariah, serta agar mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah secara 

konsisten dalam penggunaan teknologi keuangan digital. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan 

kepada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung agar tidak hanya 

memahami prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah secara teoritis, tetapi juga 

mampu mengimplementasikannya dalam praktik penggunaan e-wallet dan 

transaksi digital sehari-hari. Mahasiswa perlu meningkatkan literasi keuangan 

syariah, khususnya terkait akad, mekanisme pengelolaan dana, serta potensi unsur 

riba, gharar, dan maisir dalam layanan keuangan digital. Dengan demikian, 
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penggunaan e-wallet tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kemudahan dan 

keuntungan praktis, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap 

prinsip-prinsip syariah. 

Bagi Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo 

Lampung dalam memperkuat pembelajaran yang aplikatif dan kontekstual terkait 

perkembangan teknologi finansial. Fakultas dapat mengembangkan berbagai 

program edukasi, seperti seminar, pelatihan, dan kajian keuangan digital syariah, 

untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa serta menghubungkan teori 

perkuliahan dengan praktik transaksi digital di masyarakat.  

Selain itu, kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan 

penelitian komparatif antara pengguna e-wallet konvensional dan e-wallet 

berbasis syariah guna mengetahui perbedaan tingkat kesadaran hukum syariah, 

perilaku transaksi, serta faktor-faktor yang memengaruhi preferensi penggunaan 

kedua layanan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

lebih luas mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam perkembangan 

teknologi keuangan digital di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda dan 

mahasiswa. 
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